
Yth,
1. Kepala Puskes TNI
2. Kepala Pusdokkes POLRI
3. Pafa l(epala Dinas l(esehatan Provinsi
4. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten"Koia
5. Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

6. K€tua Komisi Akreditasi Laboratorium (KALK)

7. Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN)

8. Para KepalalDirektur Rumah S€tkit
9. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat
10. Para Pimpinan Kllnik
11, Para Pirnpinan Laboratorium Kesehatan
12. Para F'impinan UiTii Trn;lsFusi Darail

di sel!rrirh Indonesia

SURAT EDAMN
NOMOR HK.02.0'1/MENKES/455/2020

TENTANG
PERIZiNAN DAN AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN' DAN

PENE APAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI
coRoNA V/F{./S D/SEASE 2019 (COVID'19)

Corcna Virt)s Di$ease 2019 (COVID-19) telah Cinyatakan oleh Vy'HO sebagai g/obal

pandemk C,en di Indone$ia telah dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat

dan bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Di9ease 2019 (COVID-19)

dan KoputLrsan Presiden Nomor '12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam

Penyebaran Corona virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional'

sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Rumah sakil, Pusal Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), klinik, laboratorium

kesehatan, dqn unit transfusi darah merupakan fasilitas pelqyanan kesehatan yang

memiliki peran besar dan sentral dellam upaya penanggulangan COVID'19 khususnya

balam penanganan pasign sehingga fasilitas pelayanan kesehatan tersebut harus fokus

dan berkon$entrasi dalam memberikan pelayanar kasus COV|D"19.

, Dalam ranglta uphya menjamin mutu pelayarlan kesehatan dan keselamatan
pasien, dilakukan proses perizinal dan akreditasi secara berkala Selain itu untuk

menjarnin nlutu pelayanan,oendidikan, dan penelihan yang diselenggarakan oleh rumah

sakit rjilakukan penetapar, nJmah sakit pendidikan, Penyelenggaraan perizinan,



akreditasi, dan penetapan rumah sakit pendidikan dalam prosesnya dapat menimbulkan
perkumpulan orang sehingga berisiko terjadinya penyebaran COVID-19 Untuk itu guna

mencegah, mengurangi penY€baran, dan melindungi masyarakat dari risiko COVID-19

diperlukan kebijakan pelaksanaan perizinan, akreditasi, dan penelapan rumah sakit

Dendidikan, rialam rangka kesinambungan pelayanan dan mencegah timbulnya

eDisentrum baru COVID-1 I'

Surat Edaran ini ijimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama

komenterian/lombaga terkait, pamerintah daerah, lembaga akreditasi fasilitas pelayanan

kesehafan, fasililas pelayanan kesehatan, dalam pelaksanaan perizinan dan akreditasi

. fasilitas pelayanarl kesehatan, dan penetapan nimah sakit pendidikan pada masa
pandemi COVID-19.

Mengingat kctenirlan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tah n 1984 tentang Wabah Pettyaldt Menular (Lembaran

Negara ReDublik lndonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tamttahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 32:17);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang l--enanggulan!,an Bencana
(Lembaran Negara Republik lndcnesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4723);

3. L,ndang'Undanfl Nomor 36 Tahrrn 2009 {entang Kesehatan (Lembaran Negara
Retublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan L"embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

4, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2C09 tentang Rumah $akit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor l S3 Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 507?);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahulr 2014 tentang pemerintuhan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia hlonror 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali' terakhir
dengah Undang-tlndang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor ?3 Tahun 2014 tentang Pemeriritahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahsn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5079);

6, Undang-Undang Nomof 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5601);

7. Undang-Undang lJornor 6 
'fahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

(Lenrbaran Negara Republik Indonesia 
'lahtrn 2018 Nomor 128, Tambahan

Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 6230);

L Peratrrran Pemerintah Nomor 40 Tahun '1991 tentang Fellanggulangan Wabah
Penyakit Men[lar (Lembaran llegara Repubiik Incionesibr"fahun 1991 Nomor 49,

. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Peratuian Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan
Lenlbalan Negara llepublik Indonesia Nomor 5277);
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10. Peraturan Pemerintah Nomr:r 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

''11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

'12. Keputusan Presiden Nomor 1i2 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam
Penyebaran Corona Virus Di:;Bas6 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nas;onal:

13, Keputusan Menleri Kesehatan Nomor 29SIMENKES/S'Vllli2008 tenlang Pedoman
Akreditasi Laboratolium Kesehatan;

14, Peraturan Menteri'Kesehatan l',lonror 71 Tahun 2013 tent'eng Pelayanan Kesehatan
pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor '15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denglan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomot S Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada

. Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
. Nomor 367);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 20'15 tentang Akreditasi Puskesmas,
KIinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan'fempat Praktik Mandlri Dokter
Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049) sebagaimana
t.lah djubah beberapa kali, lerakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik F fatama, Tempat Praktlk
Mandiri Dokter, dah Tempat Praktik Mandrri Dokler Gigi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 929):

16. Peraluran ^lenteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akrcditasi Rumah
' . Sakit (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nornor 586).

Sehubungan dengan hal terseb ut; dengan inidisampaikan kepada seluruh Pimpinan
Kementerian/Lembaga terkait, Kepala Dinas. Kesehatan Frovirlsi/Kabupaten/Kota,
Pimpinan Lembaga Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Pimpinan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, untuk m€laksanakan k6bijakan p€rlzinan dan akredltasl fagllltas
pelayanan kesehstan, dan penetapan rumah sakit pendidikan pada masa pandemi
COVlD.l I sebagai bsrikut:

A, Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. lzin penyelenggaraan/operasional rumah sakil, Puskesmas, klinik,
Iaboratorium kesehatan, da|r unli transfi:si darah !,ang telah habis masa
berlakunya namun proses perpanjangan izkt teftendala kondisi Bencana
Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masya.akal. Corona Viru.s Disease 2019

' (CCJVID-19), nraka izin penyelonggaraan/operasional dinyatakan masih tetap
berlaku selama 1 (satu).tahun terhitung sejak status Bencana Nasional alau
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dinyatakan dicabr.rt oleh Pemerintah,

?. Rumah sakit, Puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi
darah yang telah mengajukan permohonan izin peny6lenggaraan/operasional
kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah untuk pertama kali, namun
terkendala kondisi Bengana Nas onal atau Kedaruratan Kesehatan



[4asyarakat Corona Virus Disease 201S (COVID-Xg), dinyatakan memiliki izin
penyeienggaraan/operasional yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak
Bencana Nasional atau Kedarurat;n Kesehatan Masyarakat Corona Virus
Dlsgase 20i I (COV|D- 19) dinyatakan dlcabut oleh Pemerintah.

3. Rumah saklt, Puskesmas, klinik. labgratorium kesehatan. dan unit transfusi
darah yang izin penyelenggaraan/operasionalnya teiah habis masa berlakunya
dan yang telah mengajukan permohonan izin penyelenggaraan/operasional
kepada pemerintah pusaupemerintah daerah untuk pertama kali sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dan angka 2, wajib membuat pernyataan komitmen

. penyelenggaraan/operasional fasllitas pelayanan kesehatan, yang dapat
digunakan sebagai persyaratan kerja sama denga BPJS Kesehatan, badan
usaha atau lenlbaga lain.

4, Pernyataan komitrnen penyelenggaraan/operasional fasilitas pelayanan
kesehatan sesuai dengan contoh Format sebagaimana tercantum dalam
Formulir 1 teriampir dan disampaikan kepada prr.r,irintah pusaUpemerlntah
daerah pernberi izin.

B. Akreditasi Fasilitas Felayanan Kesehatan

1. Kegiatan persiapan dan tsur,/ei akredriasi untuk rumah sakit dan laboratorium
kesehatan mulai dilakukan setelah status Bencana Nasional atau Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat l)orona Virus Dlsease 2019 (COVID-19) dinyatakan
dicabut oleh Pemerintah.

. 2. Rumah sakit, Puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan yang telah
merniliki sertifikat akreditasi;

a, Rumah sakit, Puskesmas, klinik, dan laboratorium hesehatitn yang masa
berlaku sertifil(at akreditasinya berakhir baik sebelum maupun sesudah
Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehaian Masyarakat Corona
Vlrus Olsoase 2019 (COVID-19) dinyatakan dacabut oleh pemerintah,
maka sertifikat akreditasjnya maslh tetap berlaku selama 1 (satu) tahun
terlritung sejak status nencana Nasional atau l(edaruratan Kesehatan
Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (OCVI0-19) dinyatakan dicabut
oleh Pernerintah.

b. Pimpinan rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan
membuat pernyataan komitmen ulfuk menjaga dan melakukan upaya
peningkatan mutLr yang digunakan sebagai:

1) persyaratan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan usaha
atau lembaga lain; dan/atau

2) persyaratan un1:uk perpanjarrgan izin operasional fasilitas pelayanan
. l(esehatan aiau peningkatan kelas rumah sakjt.

3. Rumah sakit, Puskesmas, lJinik, dafi
dilakukan akreditasi:

laboratorium kesehatan yang belum

a. Rumah sakit, Puske$mas, klinik, dan laboratorium kesehatan yang akan
dilakukan akreditasi, membuat perrryataan komitmen untuk meniaga dan
melakukan upaya p€rningkatan mutu yang berlaku paling lama 1 (satu)
tahun sejak Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehaian Masvarakat



Corona virus Diseaso 2019 (CoVlD-1g) dinyatakan dicabut oleh

Pemerintah.

. b. Pernyatian komitrnen untuk menjaga dan melaKukan upaya peningkatan
' mutu digunakan seb3gai:

1) persyaratan kerja sama dengan BPJ$ Kesehatan, badan usaha

atau lembaga laill; clan/atau

2) persyaratan untuk perpanjangan izin opeiasional fasilitas pelayanan

kesehatan atalu peningkatan kelas rumah sakit'

4. Pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu

sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Formulir 2

tcrlampir dan clisampailcn kepada Kementerian Kesehatan melalui email

may3subdit@gmail.com paling lambat 1 (satu) bulan sejak Surat Edaran ini

ditetaPkan

5, Rumah sakit, Puskesma$, klinik, dan laboratorium kesehatan wajib

menerapkan standar clalam penyelenggaraan peiayanan sebaelai bagian dari

budaya rnutu dan keselamatan paslen

C. Penetapan Rumah Sakit Perldidikan
'1. Fenetapan rumah sakit pendidikan yang telah habis Inasa berlakunya namun

proses perpanjangan penetapan terkendaia kondisi Bencana Nasional alau
Kedaruratan Kesehatan l,4asyarakat Corona Virus Dr'sease 2019 (COVID-19),

maka penetapan rumah sal(il pend'dikan dinyatakan masih tetap berlaku
selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status lSencana Nasional atau
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Oorona Virus Disease 2019 (COVID-19)

dinyatakan dicabut oleh f'emerintah.

2. Rumah 6akit yang tetah rnengajukan permohonan penelapan sebagai rumah
sakit pendidikan untuk pertama kali namun terkendala keadaan Bencana
Nasionalatau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona y/ius Dlsease 2019
(COVID-19), dinyatakan telah memiliki penetapan sebagai rumah sakit
pendidikan yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun $ejak Bencana Nasional
atau Kedaruratan Kesehatan Masyarak at Corana Vlrus Dlsease ?019 (COVID-
19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

3 Runlah sakit yang penetapan sebaE,ri rtrmah sakil pendidikan telah habis
masa berlaKUnva dan yang telah mengajukan permohonan penetapan sebagal
rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2
waiib membuat pernyataan komitmen pemenuhan standar rumah sakit
pendidikan sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam
Formulir 3 terlampir dan menyerahkan dokumen $tandar rumah sakit
pendidikan yang disampaikan melalui google form dengan link
httos ://f orms. q lely'Vm iWd 1-f e F_hwJCWG{9.



D. Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi. dan Dinias Kesehatan
Kabupaten/Kota - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, puskesnas, klinik, laboratorium
k€sehatan, dan unit transfu$idarah, guna menjamin mutudan keselamatan pasien.

E. Surat Edaran Plt. Dlrektur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor
YM.O2.O2NV309S|2O2O tentang Penundaan Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit'
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat rillaksanakan sebagaimana
mestinya,

Ditetapkan diJakarta
Pada langgal 29 Juli 2020

MEIII RI KESEIIATAN
REPU!tLiK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Tombusan:
1. Kepal:r Badan Koodiirasi Penanaman l odal
2. Diroktur Utama BPJS Kesehatan
3. Ketua Umum Perhiinpunan Rumah Sakit Seluruh lndonesia (PERSI)
4. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES)
5. Ketua Umum Perhimpunan Klinik Can Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia

(PKFI)
6. Ketua Umum Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN)
7. Ketua lkatan Laboratorium Kesehatan lndonesia (lLKl)
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KEMENTER"IAN KESIiHATAN REPUBUK INDONESIA t
DIR,EIOORAfJENDERAIPEIAYANANKESEIIATAN l,

RUI'4AH SAKII UMUl"l PUSAT DOKfER KARiADI ft
rl, Dr sutomo No 16 stm;;;ilt Boi i;&- 

- *$WWH

t"rn: (oza) 'la r :ij, '-irri.i"sj Fu"oz l a:'ie 11 cnll cent{: {024) 8450800
'' ' 

weosrte : httpl//vrlv rslEr dd co id, Email: info@rskadlrtl'co jd

Noror : or..cr.01.'t.rv/ t4.26G t2020 2 3 JUL 202t
t-nnrpi€n : bendel
l-lal : PerrnohonanPerpanjangan

lzin Operasional Rumah Sakit

Yth. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatarl

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

JL fl.R. Rasuna Sard Blok X5 Kavling 4'-9

Jakarta 12950

SehLrbungan dengan ak;n berakhirnya lzin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat

Dr' Kariadi semarang sebagai Rumah sakit Lh]um Pusi1l; '{e|as A pada tanggal 07

Januari 2021, fiaka belsama ini kaill i sall,]parkar' Freln$r]ol1an Perpanjangan lzin

OFerasional Rumah Sakit

tlama : RSUP Dr. Kariadi Semarang
Tipe RS : Kelas A
llflmat ; Jalan Dokter Sulomo No 16 Kelurahan Randusad' Kecamatan^ - 

Semarang selatan' Kota semarang, ProvinsiJawa Tengah

terlampir kamisampaikan syarat-syarat lzin Operasional Rurna Sakit sesuai PMK Nomor:

3 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Profil Rurnah Sakit palino sedikit meliputi vi-qi dan mi6i' l ingkup kegiatan' rencana
straleqi, dan shuktur organislsl'

z. lolf uliei"terr meli;uti jenis pelayanan, sumber daya manusia' peralatan' dan
nanqunan dan pfasarana Rumah Sakil:

f. SurJt teterangan atau sertrfikat izin kelayakan atau pen'lanfaatan dan kalibrasi alat
kesehatan;

4. Serlifikat akreditasi; .

5. Surat pernyaiaan yang mencantumkan komitmen ju!'nlah tempat tidur untuk Rumah- 
Srr,ii pjn"narnun nrodil asir,g berdasarkarl kesepakatan/kerja sama internasional

6. Nomor lnduk Berusaha, lzin Cperasi RS, lzin Operasional RS /

7. lzin Mendirikan Ba''1gunan, dan Sertifikat Laik Operasioltal

Dernikian pefmohonan ini kamisampaikan dengan harapan dapat disetujui

dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP, MARS, MH
NtP.  19610818 198812 1 001

cuM 00010



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBIIK XIT.DO.NESIA
)

r

bingcromr :rnoERAL PELAYANAN KESEIIATAN
RUMAH SAKT UN4LII4 PUSAT DOKTER KARI'ADI

:'. Dr Strlomo No L6 Semardng' PO BOX 11Gl N**
Telpi (024) 8413476 (Huntino/ Fax : (024)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama i

N I P  :

SURAT PIiRNYATAAN KESAN-GG.UPAN..  
N 'oror ,or .  o l .01. l . l \4  t ' /2b< ;2020

2 3 JUL 2020

dr. Agus Siuryanto, SP PD-KP, MARS' MH

19610818198812' , l001

Pangkat/Gol I Pembina Utama l"'ludya / lvd

Jabatan : Direktur Utama RSUP Dr' Kariadi Semarang

I)cngan ini men!/atakan bahwa :

Berkomitmen unluk pemenuhan ,lunllah tempal tidur untuk rumah sakit penanaman modal

Fsing Eosuai dengan ke6€p6fiatan atau kgda sama internasional sebagai syarat

perpanjangan izin opefasiqnal RSUP Dr' KariadiSemarang

Denrikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk

dipergunakan sebagaimana meslinya

cuM 00010



KEMENTERIAN KESFT{ATAN REP-UT.UK IN.DO,NESIA
"-bjirik-.ronnrIENDERALPE''AYANS.[!:SltlrAN

'nu'mri 
sa'cr i,vu* PUSAI DoKTER KARL^DI

'jr"irlsrtomo ruo.'o s"marar'g, Po Boxllot

ran: roz,) er :'i)oiaiiilnsldl j,l:jiili:l nbTff;;'.110*'*'
&**

fi :';1#' ;d,;d;fi "*l'o ". 
ol11 1ry

Nomol
Lamplran
Hal

: oT,o1,O1/l.lv/ 90s'l tzozo
; 

3it':J1,5#oi:rn,,mel Peaverenssaraan/operasional 2 l

;;;:;E il;ieipanjangan tlin operasionar RS
AUc 2020

Yth. DireKur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehaton ReDubli< Indones;a

Jl. H.R. Rasuna Saici Blok X5 Kavlin3 4-9

Jakada '12950

Menindak lanjuli gurat Edaran Menteri Kesehatan tlepublik lndonesia Nomor:

Hl ( .02.o,1 iMenkes/45Sl2o2otanggal29Jul i2o2otentangPer iz inandanAkredi tas i

Fasilitas Pelayanan Kesehatan' dan Penetapan Rumah Seklt Pendidikan pada masa

PandemjcoronaVlrU. \Dlseas82019(cov lD"1g)dansuratPermohonanKam|Nomor:

oT,01.01/ | . |V i4266l2o20tangga|23Jul i2o2otentangPermohonanPerpaniangan|z in
Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Dr' Kariadi Semarang yang akan berakhir pada

tangga Of Januari 2021 sebagai Rumah Sakil I'Jmum Pu$at Kelas A' maka bersama ini

kami sampaikan pernyataan komitmen yang dapat digunakafl sebagai persyaratah kerja

sa|Tra dengan BP..jS Kesehatan, badan usaha atau lembaga lain sebagai berikut:

1. Komiimen Penyelenggaraan / Operasionai Fasilitas Pelayan'tn Kesehatan

2 Kcmitmen Uftuk L4enjaga dan MQliJkukar Upaya Peningkatan Mutu

3. Komitm€n Penrenuhan Standar Rumah Sakit Pendidikan

Demikian surat pernyataan Komitmen ini kami sampaikan untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinYa

dr. Aqus $u|anto, Sp PD-KP' MARS' MH

NtP.19610F l8  ' , l9881 2  ' , l  001



KEMENTERLqN KESfi HATAN REPUBUK TNDONESIA
DIREKTORAT JENIDERAL PEI.AYANAN KESE}IATAN

RUMAH SAKIT IJMUM PUSAT DOKI-ER KARL'}'DI
ll Dr Sutomc No 15 Semarang, PO BC',X 1104

TelD: (024) 841:3+76 (tunt1g) Fa! : (024) 331861', GllCentr'r rtr2z) 8450800
' ' 

Webgle : hr.ptlwv\^v rskl-oo .co.id, rmail: 'i'lo*@rskatr'J I"@ ld --

itemataflg' 
/lL / arrn 1fl)n

Drrektur Ulrmalt

r

Nr**

KOF,ltTt,,ttN PENYtr.t:l!GG,1nnA /OPFFnSTDNAL
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Nomor I CT.01.o1ll.lvl ,olo 12020

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1 Nama ; dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP, [rAF.lfj, MH

I ' l l P  i  1 9 6 1 0 8 1 8 1 9 8 8 1 2  1 0 0 1

Pangkavcol : Fembina Uiama [4udya / ivd

Jabatan : Direktur uianra RSUp Dr. Kariadi Semarang

Alamat i Jl. Dr. l iutomo No. li l Semarang

2. l\,4enyatakan berkcmitmen untuk i

a. Menerapkan standar pelayanan kesehatan guna menjamin mutu dan

keselamaian pasien.

b, fi{elal(ukan proses izin penyeienggaraan / opefasional setelah status Bencana

f,fasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Aorana virus Disease 2019
(COVID-1 9) dinyatakan dicabut oleh Penlerintah,

Demikian pel]ryataan komitmen ini kami buat dengan setrenar-benarnya

dr. Agus Suryantq, Sp.PD-KP, MARS,
NlP. 19610818 198812 1 001

MH
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JENDERAT PELAYAtiAN KESEHATAN--'- 
nu-lroi snror TJMUM PUsAT DoKTER KARIADI

a

n
[ 'nsup o. ranaor

tf. O.-lutoto m,fe S"nlaranq, pO BOx-1104

rero, roz+r ea13i);i';ffi ; ;;' -!01')f:h1'r,?l:Tif;: lL11l***o
;l:ff,i, i'tt;;;;;rn'ilco 'd' t'nairjni,'@'skaia r'@ d

KOMITMEN PEMENUT'IAN STANDAF

RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
l.lomor : O'1- 01.01/l.lv/ 90 ll DfiZtt

Yang beltanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahvra :

; dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP' MAFTS' MH

: 19610818 1988121001
1.  Nama

N I P

Pangkai/Gol I Pembina Uiarna Mucl')'a / lvd

Jabatan Direktuf Utama RSUP Dr' Kariadi $iern€rang

Alamat : Jl Dr' {iutomoNo 16 Semarang

2. Menyatakan DerKomitmen untuK

a' | l lenerapkanStandarrumahsaki tpendid ikangunan\enjaminmutupe|ayanan'

Pendidikan, dan Penelitian

b. Melakul(an proses penetapan rumah sakit pendidikln $etelah status Bencana

NasionalatauKedaruratanKesehatanMasyafakatCorcnavirusDisease2019
(COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah'

Demikian pelnyataan komitmen ini kami buat dengan sebenaf-benamya

$emarang, ? ? A\10 ?fll
alt.

cjr. Aqus Suryanto, Sp PD-KP MARS' MH
NrP. ' i961081S 198812 1 001

cu[{ 00010
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KEMEhITERIAN KESEFIATAN REPUBUK INDONESIA

DIREKTOMT JENIDERAT PEI.AYANAN KESEFIATAN
R.UMAH SAKN'UMUN4 PUSAT DOKIER KARTADI

J:, Dr Sutomo N0.16 Semalang, PO BOX 1104

Ielpr (024) 8413476 (Huntins), Fax i (024) 8318617,. ?llcelel !c3i],84s0800
w;b6ite , ht1p.//ww;Jskariadi.cg,id, Email: info@rskariadi co id

Yang

1 .

2

XON UCI UIITUK MENJAGA DAN MELAKUKAN
UPAYA PENINGKATAN MUTU

Nomor : OT.01.Ol/t.tv/ tota |ZA2A

bertan.Ja tangan dibawah iil i menyatakan dengan sesurgguhnya bahwa:

Nama : dr' Agus Suryanto, Sp PD'KP, MARS' MH

N lP :  196 '10818198812 1001

t?angkauGol ; Pembina Utarna Mudva / lvd

Jabalar I Direl(tur Uirma RSUP nr Kariarii sienlarang

Alan]at Jl. Dr. Sutorno No lf $emaian0

Menyatakan be|konlitmen untul('

a. Menjaga dan meningkaikan m'-ltu pelayanan ke;ehatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

b. l\,Ielakukan akreditasi setelah status Bencana Nasional atau Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat Corona Virus Dlss€se 2019 (cOVlD-1g) dinyatakan

dicabut oleh Pemedntah.

Demikian pernyataan koritmen ini kami buat dengan sebenar'benarnya

semEans, 2 7r'All[ 2020

ffnu' utt*uS '

ir I
\ 1 t r

dr. Agqs Suryanto, SP.PD'KP, MARS' MH
NrP.  1961Cr818198812 1 001

cut',i 04010


